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Abstrak 

Kenyataannya masih banyak masyarakat Indoesia yang maelaksanakan jual beli tanah secara illegal. Seperti yang 

terjadi pada sebagain masyarajat Desa Karangrejo Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran Lampung 

dimana sebagain besar masyarata selama ini dalam elaksanakan jual beli tanah secara illagal yaitu tidak seseuai 

dengan aturan perundang-undangan yang beralaku. Identifikasi masalah kurangnya pemahaman masyarakat desa 

Karanmgrejotentang jual beli tanah secara legal. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Karangrejo tentang 

penerapan hukum pertanahan. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini 

diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi kemudian 

diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebaia bentuk pemecahan masalah dan kendala 

yang dihadapi warga desa Karangrejo yang dilengkapi dengan memperlihatkan dan pemberian contoh-contoh. 

Berdasarkan hasil kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa di masyarat desa Karagrejo dalam rangka 

kesadaran hukum masyarakat yaitu melalui peyuluhan hukum dan akan dilaksanakan pendampingan nhukum oleh 

dosen dan mahasiswa dalam bentuk klinik hukum di Desa Karangrejo.   
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Abstrak 

Kenyataannya masih banyak masyarakat Indoesia yang maelaksanakan jual beli tanah secara illegal. Seperti 

yang terjadi pada sebagain masyarajat Desa Karangrejo Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran 

Lampung dimana sebagain besar masyarata selama ini dalam elaksanakan jual beli tanah secara illagal yaitu 

tidak seseuai dengan aturan perundang-undangan yang beralaku. Identifikasi masalah kurangnya pemahaman 

masyarakat desa Karanmgrejotentang jual beli tanah secara legal. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa 

Karangrejo tentang penerapan hukum pertanahan. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat ini diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya 

sosialisasi kemudian diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebaia bentuk pemecahan 

masalah dan kendala yang dihadapi warga desa Karangrejo yang dilengkapi dengan memperlihatkan dan 

pemberian contoh-contoh. Berdasarkan hasil kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa di masyarat desa 

Karagrejo dalam rangka kesadaran hukum masyarakat yaitu melalui peyuluhan hukum dan akan dilaksanakan 

pendampingan nhukum oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk klinik hukum di Desa Karangrejo.   

 

Keywords: Public Legal Awareness, Buying and Selling 

 

PENDAHULUAN 

 

Negara Indonesia merupaka Negara yang sangat luas, wilayahnya meliputi seluruh 

wilayah daratan maupun lautan yang terbentang dari sabang sanpai marauke.Unsur terpenting 

dari terbentuknya suatu negara adalah wilayah baik darat maupun lautan, suatu wilayah tidak 

dapat dikatakan sebagai suatu Negara tanpa adanya wilayah yang berdaulat.Wilayah daratan 

sangat penting karena tempat bagi warga masyarakat untuk bermukim.Seiring waktu jumlah 
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penduduk semakin bertambah namun luas tanah sebagai tempat tinggal bersifat tetap dan tidak 

dapat bertambah.Sehingga penguasaan atas tanah pun ada di tangan pemerintah. 

Tanah merupakan barang yang tidak bergerak dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat.Karena tanah merupakan nlai ekomomis yang sangat tinggi, sehingga setiap orang 

yang menguasi atau memiliki sebidang tanah harus mempunyai surat-surat tanah atau bukti atas 

hak kepemilikan tanah untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah benar miliknya. 

Berdasarkan hal tersebut suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah, disuatu pihak 

tanah sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan tidak mungkin 

bertambah, sedangan di pihak lain masyarakat semakin hari semakin bertambah jumlah dan 

populasinya sehingga sangat memerlukan tanah, baik untuk perumahan maupun untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu lainnya. Adapun yang dirasakan oleh masyarakat seolah-olah 

tanah menjadi semakin sedikit atau sempit sehingga keberadaannya menjadi sangat penting. 

Kepentingan-kepentingan anggota masyarakat akan tanah saat ini sangatah krusial 

diaman keberadaan tanah sebagai kebutuhan seknder menjadi sangat malah dan sulit dimana 

jumah masyarakat semakin meningkat kan teai keberadaan tanah saat ini maskin sedikit. Hal 

pemenuhan kebutuhan akan tanah ini lah yang mengakbatkan terjadinya jual beli tanah. 

Sebagaimana peraturan perundang-undagan yang berlaku di Indonesia diaman pelaksanaan jual 

beli tanah haruslah dilakukan secara legal. 

Akan teapi kenyataannya masih banyak masyarakat Indoesia yang maelaksanakan jual 

beli tanah secara illegal. Seperti yang terjadi pada sebagain masyarajat Desa Karangrejo 

Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran Lampung dimana sebagain besar masyarata 

selama ini dalam elaksanakan jual beli tanah secara illagal yaitu tidak seseuai dengan aturan 

perundang-undangan yang beralaku. Mereka melaksanakn jual beli tanah bahkan tanpa 

sepengerahuan aparatur desa, setelah terjadinya permasalahan akibat dari jual beli tanah yang 

tidak sesuai aturan itu tadi warga yang masyarata tersebut baru mekapor kepada aparatur desa. 

Terhadap hal demikian aparat desa bingung harus berbuat apa, karena transaksi jual beli 

aparatur desa tidak menegathuinya kemudian ada permasalahan warga warga desa melapor. 

Permasalahan demian harydlah segera dicarikan solusinya. Oleh sebab itu aparatur desa 

Karangejo meminta antuan dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai untuk membeekan 

sumbangsih pemiliran dan jalan keluar terhadap permasalahan jual beli tanah yang illegal 

tersebut. 

METODE 

Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini 

diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya 

sosialisasi kemudian diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebaia 

bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga desa Karangrejo yang dilengkapi 

dengan memperlihatkan dan pemberian contoh-contoh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pemahaman Masyarakat Desa Karang Rejo Tentang Jual Beli Tanah Secara Legal 
Rendahanya pemahaman hokum oleh masyarakat Indonesia berdampak pada pemahaman 

dan pengetahuan masyarakat kurang berkembang. Berdasarkan penelitian yang ada penyebab 

terjadinya budaya hokum masyarakat desa karang rejo melakukan jual beli tanah secara illegal 

antara lain: 

1. Umumnya masyarakat merasa takut jika harus berhadapan dengan notaris 

2. Masyarakat mencari jalan mudahnya saja dalam melakukan transaksi jual beli tanah 

3. Masyarakat tidak memahami akibat hokum dari jual beli tanah secara illegal 

 

Masyarakat tidak mengetahui kekuatan hokum dari akta jual beli tanah Kekuatan Hukum 

Dari Akta Perjanjian Pengikata jual beli tanah yang Dibuat Oleh Notaris .oleh sebab itu kepala 
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desa dan aparutur desa Karabg rejo bersama dengan dosen dan mahasiswa melakukan 

pembicaraan untuk melaksanakan suatu penyuluhan hokum tentang jual beli tanah kepada 

masyarakat desa Karang Rejo dan selanjutnya akan dilakukan juka pendampingan bagi 

masyarakat desa Karang Rejo untuk melakukan jual beli tanah secvara legal. 

 

Masyarakat diberikan pemahamana tentang undang undanmg pertanahan yaitu  undang-

undang pokok  Agraria (UUPA), peraturan  pemerintah  yang berkenaan dengan peraturan 

pertanahyan. Penyuluhan hokum tentang jual beli tanag secara legal dilaksanakan pada hari 

Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sdebagai pemateri adalah Bapak M. Luti S.H.,M.,H dan Bapak 

Fathur Rachman S.H.,M,.H 

 

Dari hasil penyuluhan nyang dilakukan maka Kepala Desa dan Aparatur desa bersepakat 

agar selanjutnya dilakukan pendampingan terhadap Desa Karangrejo dalam hal melaksanakan 

jual beli tanah yang legal sehingga disujui untuk membuka klinik hukum di Desa Karang Rejo 

yang dilakukan oleh Ibu Yuli Purwanti, S.H.,M.H serat melibatkan mahasiswa dalam 

pendampingan danadanya kerjasama dengan Notaris. 

 

Menurut wawancara dengan Bapak Sutri Edi selaku Kepala Desa Karangrejo menyatakan 

bahwa penyuluhan hukum dan gagasan adanya klinik hukum dalam ranmgka pendampingan 

masyarakat Desa Karangrejo ini sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan sangat 

membantu aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 

 

Menurt bwawancara dengan Bapak Supoyo selaku tokoh masyarkat Desa Karngrejo 

menyatakan bahwa sudah saatnya masyarakat desa KLarangrejo dibangun kesadaran hukumya. 

Karena sekarang ini dimnasa modern dimana masyarakat desa pun mau tidak mau harus 

mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat desa harus sudah meninggalkan kebiasan-

kebiasan hidup yang tidak sesuai dengan undang-undang. Karena jika terjadi permasalahan 

dalam jual beli tanah secara illegal oleh masyarakat maka aparatur desa dan Kepala Desa juga 

yang akan terkena dampaknya. 

 

B. Kurangnya pemahaman masyarakat Pekon Wates Selatan tentang penerapan 

hukum pertanahan 

Pemahaman terhadap pertanahan memang sangat sulit terlebih lagi jika dilakukan oleh 

masyarakat desa. Untuk memahami suatu perikatan dan perjanjian memang memerlukan watu 

tidak cukup hanya melalui satu kali penyuluhan saja akan tetapi  harus secara kontinu oleh 

sebab itu klimik hukum menjadi target selanjutnya dalaam penyelesaian masalah ini berikut ini 

adalah pengertian perjanjian menuruh para ahli yang disampaikan pada saat penyuluhan hukum 

berlansung. Menurut R. Subekti .dalam bukunya , pengikatan jual beli adalah perjanjian antara 

pihak penjual dan pihak pembeli  sebelum dilaksanakannya jual beli dikarnakan adanya causa-

causa yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat hak atas tanah 

belum terdaftar atas nama penjual dan masih dalam proses baliknamanya,dan sebelum 

terjadinya pelunasan harga obyek jual beli atau sertifikat masih diroya . sedangkan  Herlien 

Budiono, menyatakan perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi 

sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. 

Berbicara tentang kekuatan hukum yang memiliki oleh perjanjian pengikatan jual  pada 

lebih mendalam. Seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa perjanjian pengikatan jual beli 

(PJB) merupakan sebuah trobosan hukum yang dilakukan oleh kalangan Notaris untuk 

memgatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jual- beli hak atas rumah 

sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa  disamping hakim yang menemukan 

hukum adalah notaris. Notaries memang bukan hakim yang harus memeriksa dan mengadili 

perkara, namun notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta ontentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penerpan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh 

yang bersangkutan  Notaris menghadapi masalah hukum  konkrit atau peristiwa yang diajukan 

oleh klien merupakan peristiwa konkrit yang  masih harus dipecahkan atau dirumuskan menjadi 

peristiwa hukum yang merupakan tugas Notaris  disinilah notaris melakukan penemuan hukum. 

Sedikit pemahaman yang diberikan pada saat pelaksanaan penyuluhan menjadi pemicu 

semangat bagi warga desa Karangrejo untuk memperbiki diri dalam berhukum dan dalam 

bertransaksi jual beli tanah atau pun rumah secara legal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa di masyarat desa 

Karagrejo dalam rangka kesadaran hukum masyarakat yaitu melalui peyuluhan hukum dan 

akan dilaksanakan pendampingan nhukum oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk klinik 

hukum di Desa Karangrejo.   
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